Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Srl
e\ tra I 7y
/w_)/S;?;)E‘L“/ —
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Simpang Nibung, 17 Februari 1999, agama
Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar,
tempat kediaman di Rt. 008, Rw. 003, Desa Danau
Serdang, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun,
Provinsi Jambi, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Jateng, 12 September 1998, agama Islam,
pekerjaan lbu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt. 008, Rw.
003, Desa Pauh, Kecamatan Pauh, Kabupaten

Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti yang di
ajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Oktober
2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada
tanggal 07 Oktober 2024  dengan register  perkara Nomor
297/Pdt.G/2024/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 November 2018, Pemohon dan

Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai
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Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pauh,
Kabupaten Sarolangun, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor : 140/06/X1/2018, SERI JA, tertanggal 22 November 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah
kediaman Paman Termohon di Desa Pauh, Kecamatan Pauh, Kabupaten
Sarolangun, Provinsi Jambi hanya 10 (sepuluh) hari, kemudian pindah
tempat tinggal ke rumah orang tua Pemohon di RT. 008, Desa Danau
Serdang, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi jambi;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum di
karuaniai anak;

4. Bahwa sejak bulan Februari2019 rumah tangga Pemohon dengan
Termohon tidak rukun lagi disebabkan :

o Termohon jarang mau mengurus kebutuhan sehari-hari Pemohon
seperti halnya memasak dan mencuci pakaian Pemohon sehingga
Pemohon terpaksa mencuci dan memasak sendiri;

o Termohon bersikap emosional hal yang kecil menjadi masalah besar
bagi Tergugat, dalam kesehariannya Tergugat juga selalu berkata-kata
kasar yang menyakitkan hati Penggugat;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan
Oktober 2021, perihal pada saat itu sepulang bekerja Pemohon menyuruh
Termohon untuk membelikan kopi ke toko, namun Termohon menolak,
melihat sikap Termohon tersebut membuat Pemohon marah dan
menyebabkan pertengkaran, setelah pertengkaran tersebut Termohon pergi
dan meninggalkan rumah kediaman orang tua Termohon, dan sekarang
Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon
sebagiamana alamat Termohon tersebut diatas;

6. Bahwa sejak bulan Oktober 2021, Pemohon dengan Termohon berpisah
tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan hak
dan kewajiban layaknya suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama
3 (tiga) tahun ;
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7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada
kebahagiaan lahir bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina
rumah tangga di masa yang akan datang. Dari pihak keluarga dan kedua
belah pihak belum pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan
Termohon;

8. Bahwa atas sikap Termohon tersebut, Pemohon merasa sudah tidak
sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon dan berkesimpulan
perceraian adalah jalan terbaik dan untuk itu Pemohon mohon di izinkan
untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada
Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

Primer
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan
Agama Sarolangun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;
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Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati
Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan
kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi
tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka
mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan
perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan
membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap
dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka
jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti berupa:

A. Surat:
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 140/06/X1/2018, Seri JA, Tanggal 22
November 2018 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh
Pegawai kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun.
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti
(P);
B. Saksi:
1. Saksi I, umur 60 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi
adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah
sekitar tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat
tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di RT 008 , Desa
Danau Serdang Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun Proinsi
Jambi sampai Pemohon danTermohon berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
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Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon
kurang harmonis sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2019
yang lalu;

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran
antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon suka
marah-marah tanpa alasan yang jelas, sehingga Pemohon sakit
hati dan bertengkar;

- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat
tinggal sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu hingga
sekarang tanpa saling pedulikan lagi layaknya suami isteri;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya
mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. Saksi Il, umur 20 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi
adalah kakak sepupu Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah
sekitar tahun 2018 yang lalu;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat
tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di RT 008 , Desa
Danau Serdang Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun Proinsi
Jambi sampai Pemohon danTermohon berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon
kurang harmonis sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2019
yang lalu;

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran
antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon suka
marah-marah tanpa alasan yang jelas, sehingga Pemohon sakit
hati dan bertengkar;
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- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat
tinggal sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu hingga
sekarang tanpa saling pedulikan lagi layaknya suami isteri;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya
mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya
tetap dengan permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, hakim
terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama
untuk mengadili permohonan a quo dan kedudukan hukum (legal standing)
Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan a quo telah diatur dalam Pasal 49 huruf
a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut Penjelasannya jo. ketentuan
Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,
Pemohon adalah seorang suami, sedangkan Termohon adalah seorang isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah)
yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya,
merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan
suami istri antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah

memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian
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yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg juncto Pasal
1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Sarolangun
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Pemohon memiliki
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon
hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh
orang lain sebagai wakillkuasanya dan ketidakhadiran Termohon tidak
disebabkan oleh alasan yang sah, namun hakim tetap berusaha mendamaikan
dengan memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon
dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka mediasi
sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat
dijalankan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa
Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Sarolangun memberi izin kepada
Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan
sidang Pengadilan Agama Sarolangun dengan alasan antara Pemohon dan
Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan
karenanya dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di
depan Pengadilan, maka selanjutnya Termohon dinyatakan tidak hadir dan
sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diputus dengan
verstek atau tanpa hadirnya Termohon, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah
dalam Kitab Rawdah al-Talibtn wa ‘Umdah al-Muftin karya al-Nawawt (w. 676
H) juz 11 halaman 194 yang berbunyi sebagai berikut;

o9 ® - - ° £ = - T __
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- o o
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Artinya: “apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau

enggan, maka Hakim boleh mendengar permohonan dan memeriksa
bukti-bukti, serta memutus permohonan tersebut”;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2024/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan perkara Cerai Talak
adalah karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, hakim telah
mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut, sudah dewasa, berakal
sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih
dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172
ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon adalah fakta
yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalii Pemohon, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan
cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi
tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan
keterangan saksi-saksi di atas, maka hakim telah menemukan fakta dalam
persidangan yang pada pokoknya adalah:

e Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;

e Bahwa sejak tahun 2019 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon
tidak harmonis dikarenakan Termohon marah-marah tanpa alasan yang

jelas;

e Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak kurang lebih 4

(empat) tahun terakhir tanpa saling pedulikan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa suami isteri wajib
saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir
bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga
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Pemohon dan Termohon tidak menggambarkan hal itu, yang nyata di antara
Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah
berlangsung selama 4 (empat) tahun terakhir tanpa ada komunikasi, sehingga
hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri seakan-akan telah
putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam
serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi’/kembali, maka
rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt.
dalam Alguran surat al-Bagarah ayat 227 yang bunyinya sebagai berikut:

YV gle dew bl sllaln T332 0005
Artinya: “dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka
sesungguhnya Allah Swt. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Pemohon tidak menginginkan
untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum
sebagaimana diuraikan di atas, hakim berkesimpulan bahwa pokok
permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, vyaitu bahwa antara
Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang
sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup rukun
dalam kehidupan rumah tangga yang baik sebagaimana yang dimaksud oleh
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juntho.
Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah memenuhi
alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juntho Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi
Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon di

atas, maka Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu
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raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun setelah

putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar’i serta peraturan perundang-undangan
lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama
Sarolangun;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 196.000,00
(seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal di
Pengadilan Agama Sarolangun, pada hari Rabu tanggal 6 November 2024
Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil ula 1446 Hijriah oleh Taufiqur
Rakhman Al Haq, S.H.l., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan
dibantu oleh Arsad, Lc, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Taufiqur Rakhman Al Haq, S.H.l.
Panitera Pengganti,

Arsad, Lc
Perincian biaya :
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- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses :Rp 75.000,00
- Panggilan :Rp 51.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai - Rp 10.000.00
Jumlah : Rp196.000,00
(seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)
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